BAB V
PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh penjabaran dan pembahasan yang telah dipaparkan oleh
Penulis sebelumnya, adapun kesimpulan yang dapat dituliskan oleh Penulis adalah sebagai
berikut:

1. Pengaturan mengenai perampasan aset dalam hukum positif khususnya dalam rangka
melakukan perampasan terhadap aset hasil tindak pidana korupsi yang merugikan
keuangan negara saat ini secara khusus telah diatur dalam Undang-Undang Tindak
Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun secara
garis besar perampasan aset pada kedua perundang-undangan tersebut terdiri dari dua
metode yakni melalui jalur pidana melalui putusan pengadilan pidana dan jalur perdata
yakni melalui gugatan secara perdata (civil procedure). Pada pelaksanaannya guna
merampas aset baik secara pidana maupun secara perdata tentunya memiliki
keberhasilan, hal ini karena pengaturan-pengaturan yang ada pada kedua perundang-
undangan tersebut mampu menjadi alat bagi negara untuk melakukan perampasan aset
guna memerangi perkara tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia dan terlebih lagi
mampu mengembalikan keuangan negara yang hilang akibat adanya tindak pidana
korupsi yang merugikan keuangan negara. Semangat perampasan aset pada hukum
positif saat ini dapat dilihat dari adanya pengaturan mengenai peradilan in absentia
yang ada pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan juga metode perampasan
secara keperdataan yang serupa dengan metode Non-Conviction Based Asset
Forfeiture yang terkandung dalam Pasal 67 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian
Uang. Kedua pasal dinilai merupakan pengaturan yang progresif karena kedua aturan
ini ada atas tujuan untuk menyelamatkan kekayaan negara dengan merampas aset
koruptor tanpa mengharuskan hadirnya terdakwa selaku pemilik aset ilegal tersebut di
muka pengadilan, serta melakukan perampasan aset secara keperdataan atas adanya
dugaan transaksi keuangan atau aset tersebut berasal dari tindak pidana tanpa terlebih
dahulu membuktikan tindak pidananya, walaupun hingga saat ini penerapan secara
konkrit Pasal 67 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam praktiknya
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belumlah maksimal. Di lain sisi walaupun memiliki pengaturan yang yang progresif,
namun secara keseluruhan pengaturan perampasan aset baik secara pidana ataupun
perdata memiliki keterbatasan dalam pelaksanaannya terutama dalam pengembalian
keuangan negara yang hilang akibat tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan
negara. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan pidana tambahan uang pengganti yang
kurang maksimal terlebih karena faktor yuridis dari pengaturan itu sendiri yang
memungkinkan bagi koruptor untuk tidak membayar uang pengganti tersebut yang
dapat digantikan dengan pidana penjara tambahan yang tidak melebihi pidana
pokoknya. Atas hal ini tentunya terlihat bahwa semangat perampasan aset korupsi guna
mengembalikan keuangan negara sebagai tujuan akhir selain memberikan efek jera
bagi koruptor tidaklah tercapai. Kemudian pada perampasan aset secara perdata yang
juga diatur dalam hukum positif saat ini juga memiliki keterbatasan, hal ini karena
terkhusus atas perampasan aset secara perdata yang ada pada Undang-Undang Tindak

<

Pidana Korupsi tidaklah mudah untuk dilaksanakan karena masih adanya “unsur
kerugian negara” yang tetap harus dibuktikan oleh Jaksa Pengacara Negara dan juga
proses beracaranya masih didasarkan pada hukum acara formil dan konvensional yang
mengedepankan asas “siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan”, serta perlunya
penggunaan alat bukti yang sah untuk mendukung gugatan perdata perampasan aset
tersebut. Kemudian penggunaan pengaturan pidana guna melakukan perampasan aset
dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang juga memiliki keterbatasan
khususnya dalam merampas aset hasil korupsi, hal ini karena walaupun tidak
memerlukan putusan berkekuatan hukum tetap sebelumnya atas tindak pidana asalnya,
namun untuk melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang namun tetap saja
diperlukan penentuan tindak pidana asalnya tersebut dalam dakwaan. Kemudian dalam
pelaksanaannya, penuntutan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal
tindak pidana korupsi belum murni diterapkan sebagai kejahatan yang berdiri sendiri
yang berarti proses penuntutan dan pembuktian atas adanya tindak pidana pencucian
uang tersebut masih dilakukan bersamaan dengan penuntutan dan pembuktian adanya
tindak pidana korupsi yang menghasilkan kekayaan ilegal tersebut. Dengan demikian
dapat dilihat bahwa pelaksanaan perampasan aset baik secara pidana maupun perdata
dinilai masih kurang memadai karena belum mampu memberikan hasil yang maksimal
dalam rangka negara mengembalikan keuangan negara yang hilang akibat tindak
pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dan hal ini secara konkrit dibuktikan

dengan gagalnya perampasan aset dan juga masih banyaknya aset-aset koruptor di luar
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sana yang belum ditemukan dan belum berhasil dirampas oleh para aparat penegak

hukum hingga saat ini.

. Pelaksanaan dari perampasan aset tanpa pemidanaan atau metode Non-Conviction
Based Asset Forfeiture yang melakukan perampasan terhadap aset yang diduga
merupakan hasil tindak pidana tanpa didahului dengan putusan pengadilan atas tindak
pidananya dan dengan kata lain perampasan aset tersebut dilakukan tanpa melihat
terbukti atau tidaknya unsur kesalahan pada pelaku atau pemilik aset ilegal tersebut
dinilai menimbulkan problematika khususnya melanggar prinsip fair trial dalam
sistem peradilan pidana dengan due process model. Kemudian adanya prinsip
pembalikan beban pembuktian yang dianut pada metode Non-Conviction Based Asset
Forfeiture juga kerap kali dinilai akan melanggar prinsip praduga tidak bersalah dan
prinsip non-self incrimination sehingga prinsip fair trial juga akan dilanggar. Jika
melihat mekanisme pelaksanaan metode Non-Conviction Based Asset Forfeiture yaitu
perampasan aset dilakukan dengan memisahkan antara aset ilegal dan hubungannya
dengan kesalahan dari pemilik aset ilegal tersebut atas perbuatannya dalam
menggunakan dan/atau menghasilkan aset ilegal tersebut, membuat pelaksanaan
perampasan aset ini dilakukan secara keperdataan yang mana yang akan menjadi pihak
dalam sengketa adalah negara melawan aset dan negara bukanlah melawan individu.
Atas hal ini maka menimbulkan sebuah konsekuensi dan dalam penerapan prinsip
pembuktian terbalik yang ada pada proses perampasan aset tanpa pemidanaan tersebut,
akan didasarkan pada teori balanced probability principle yang juga memisahkan
antara kepemilikan aset dengan hubungannya dengan kesalahan pemiliknya atas tindak
pidana. Prinsip ini kemudian justru menjadi sebuah prinsip yang akan melindungi
pemilik aset tersebut karena walaupun nantinya pemilik tersebut gagal dalam
membuktikan sebaliknya bahwa aset yang dirampas bukanlah aset ilegal, prinsip
praduga tidak bersalah dan prinsip non-self incrimination yang harus ditegakkan pada
dirinya juga akan tetap dilindungi dan kegagalan pemiliknya dalam proses pembuktian
terbalik yang la lakukan tidak dapat dijadikan alasan utama untuk memidanakannya.
Lebih lanjut, hal ini karena pada prinsip pembuktian terbalik dengan teori balanced
probability principle yang memisahkan antara aset tindak pidana dengan kesalahan
tindak pidananya membuat hak seseorang untuk dianggap tidak bersalah tetap
dilindungi mengingat yang dibuktikan pada saat melakukan pembuktian terbalik ini

adalah sah atau tidaknya aset tersebut bukan unsur kesalahan atas perbuatan yang
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dilakukan oleh pemilik untuk menghasilkan aset ilegal tersebut. Atau dengan kata lain,
dari pembalikan beban pembuktian ini yang tidak dilindungi adalah hak kepemilikan
atas aset yang diduga digunakan atau hasil kejahatan yang jika gagal dibuktikan
sebaliknya oleh pemilik atau penguasa aset tersebut maka aset tersebut akan dirampas.
Lalu, hal ini sekaligus juga sebagai sebuah konsekuensi awal dari konsep perampasan
aset tanpa pemidanaan atau metode Non-Conviction Based Asset Forfeiture yang
memisahkan hubungan aset ilegal dengan kesalahan dari pelaku atas tindak pidana
yang dilakukan, sehingga yang difokuskan adalah sah atau tidaknya aset dan bukanlah
unsur kesalahan atas tindak pidana atau perbuatan yang dilakukan oleh pemilik atau
penguasa aset tersebut. Dengan demikian, adanya perampasan aset terhadap aset hasil
korupsi tanpa melihat kesalahan koruptor atau tanpa putusan pengadilan atas tindak
pidana korupsinya terlebih dahulu serta adanya prinsip pembuktian terbalik dalam
proses pelaksanaannya tidaklah melanggar prinsip fair trial, hal ini karena perampasan
aset tanpa pemidanaan itu sendiri yang memisahkan hubungan antara aset ilegal
dengan kesalahan pelakunya sehingga penerapan prinsip pembuktian terbalik juga
tidak akan memperhatikan hubungan antara kepemilikan aset ilegal dan kesalahan
pelakunya atas tindak pidana yang dilakukannya. Dengan kata lain apabila pelaku atau
pihak yang berkeberatan atas perampasan asetnya gagal dalam membuktikan bahwa
aset yang dirampas itu adalah aset legal, maka kegagalan ini tidak dapat dijadikan
alasan untuk menjatuhkan hukuman pidana kepadanya. Hal ini karena yang menjadi
fokus persidangan adalah hubungan antara si pemilik dan aset, dan bukanlah kesalahan
atas tindak pidana yang dilakukan oleh pemiliknya dalam menghasilkan aset ilegal
tersebut. Oleh karenanya justru dengan adanya pembalikan beban pembuktian ini juga
memberikan kesempatan bagi pihak atau pemilik aset yang berkeberatan atas
dirampasnya aset tersebut untuk membuktikan sebaliknya bahwa aset yang dirampas
tersebut bukanlah aset ilegal dan tidak pantas dirampas oleh negara dan pembuktian
disini bukanlah pembuktian kesalahannya atas sebuah tindak pidana. Atas alasan-
alasan ini maka pada perampasan tanpa pemidanaan atau metode Non-Conviction

Based Asset Forfeiture tidaklah melanggar prinsip fair trial dalam penerapannya.
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2. SARAN

Berdasarkan penulisan dan penjabaran oleh Penulis pada kesimpulan, maka

Penulis memiliki beberapa saran atas kesimpulan tersebut, yaitu:

1. Pelaksanaan perampasan aset yang telah ada dan dilaksanakan sesuai hukum positif
saat ini yang dinilai masih kurang maksimal dalam mencapai tujuan mengembalikan
keuangan negara yang hilang akibat tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan
negara, kiranya hal ini dapat diatasi dengan penerapan metode Non-Conviction Based
Asset Forfeiture yang dianut dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan
Aset Tindak Pidana. Adapun metode Non-Conviction Based Asset Forfeiture diatur
dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan dapat digunakan
untuk melakukan perampasan aset tanpa pemidanaan untuk semua yurisdiksi yang telah
meratifikasi UNCAC karena UNCAC sendiri tidak terfokus pada satu tradisi hukum
saja sehingga metode Non-Conviction Based Asset Forfeiture dapat menjadi sebuah alat
yang mampu melampaui perbedaan-perbedaan antar sistem hukum yang seringkali
menjadi permasalahan dan hambatan dalam hal perampasan aset koruptor yang berada
di luar yurisdiksi Indonesia. Kemudian yang menjadi nilai positif lainnya dari metode
Non-Conviction Based Asset Forfeiture ini adalah karena proses yang dapat diajukan
bersamaan dengan proses penuntutan tindak pidana pokoknya, hal ini tentunya
merupakan sebuah jawaban atas permasalahan yang terjadi saat ini mengenai
perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang terkadang terkendala karena perlunya
pembuktian terlebih dahulu atas unsur kesalahan atas tindak pidana korupsinya atau
dengan kata lain perlunya putusan berkekuatan hukum tetap atas terbuktinya tindak
pidana korupsi dan barulah setelah itu perampasan aset hasil tindak pidana korupsi
dapat dilakukan. Oleh karena hal-hal ini, Penulis menyarakan agar metode Non-
Conviction Based Asset Forfeiture yang telah dianut dalam Rancangan Undang-
Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana untuk segera diterapkan dan
mengingat juga Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana
telah lama masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sejak tahun 2012, maka dari
itu Penulis berharap serta menyarankan agar RUU Perampasan Aset ini dapat
dimasukkan kembali ke dalam daftar RUU Prolegnas Prioritas di tahun 2021 dan juga
sebaiknya untuk segera disahkan dan diundangkan menjadi sebuah undang-undang
yang mandiri, mengingat tingkat urgensi demi peningkatan efektivitas perampasan aset

khususnya perampasan aset tindak pidana korupsi, karena saat ini perampasan aset
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tindak pidana korupsi masih kurang memadai terutama untuk mengembalikan
keuangan negara yang hilang akibat tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan
negara dan tentunya juga dalam memberikan efek jera bagi para koruptor.

. Proses pelaksanaan perampasan aset tanpa pemidanaan atau metode Non-Conviction
Based Asset Forfeiture yang tidak melihat unsur kesalahan atas sebuah tindak pidana
yang dilakukan dan dianutnya prinsip pembalikan beban pembuktian membuat
anggapan bahwa prinsip fair trial menjadi rentan dilanggar pada saat penerapan dan
pelaksanaannya. Hal ini karena dianggap akan melanggar prinsip presumption of
innocence dan prinsip non-self incrimination dalam prinsip fair trial tersebut. Namun,
sesungguhnya adanya pemisahan antara aset ilegal yang akan dirampas dengan
kesalahan atas sebuah tindak pidana yang dilakukan justru menjadi sebuah konsep
positif yang kemudian juga akan berlaku pada prinsip pembuktian terbalik yang dianut
dalam metode Non-Conviction Based Asset Forfeiture yang didasarkan dengan teori
pembuktian keseimbangan kemungkinan, karena justru adanya pembalikan beban
pembuktian tersebut untuk melindungi hak terdakwa ataupun pihak pemilik atau
penguasa aset untuk tetap dianggap tidak bersalah (prinsip presumption of innocence
dan prinsip non-self incrimination) jika gagal dalam proses pembalikan pembuktian
tersebut mengingat yang dibuktikan adalah aset yang dirampas hasil tindak pidana atau
tidak (keabsahan aset). Berdasarkan hal ini, maka Penulis menyarankan agar aparat
penegak hukum yang dikemudian hari dalam melaksanakan perampasan aset
menggunakan metode perampasan aset tanpa pemidanaan ini atau metode Non-
Conviction Based Asset Forfeiture sungguh-sungguh memahami dengan baik dan benar
konsep pembalikan beban pembuktian yang dianut dalam metode perampasan aset
tanpa pemidanaan ini dan juga selalu berpanduan pada prinsip dan konsep yang telah
dianut dan diatur di dalamnya. Hal ini juga supaya pelaksanaan perampasan aset tanpa
pemidanaan atau metode Non-Conviction Based Asset Forfeiture tetap berada pada
jalur kepastian hukum yang adil sehingga proses peradilan yang jujur dan adil dalam
persidangan tetap dapat terlaksana dengan baik mengingat proses dan pelaksanaannya
yang sangat berbeda dengan pelaksanaan perampasan aset yang ada saat ini, sehingga
rentan dan memungkinkan untuk dapat melanggar prinsip praduga tidak bersalah dan
prinsip non-self incrimination dan prinsip fair trial jika aparat penegak hukum yang
melaksanakannya kurang memahami prinsip dan konsep dari metode Non-Conviction

Based Asset Forfeiture ini.
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